
Kepulauan di Provinsi Sulawesi Tenggara

Kabupaten Konawetentang Pembentukan

13 Tahun 2013Nomor2. Undang-Undang

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945;

.c-

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat

(8) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014

tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah

diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan

Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun

2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, perlu

menetapkan • Peraturan Bupati Konawe Kepulauan

tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian

Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Konawe

Kepulauan Tahun Anggaran 2021;..

BUPATI KONAWE KEPULAUAN,

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

TAHUN ANGGARAN 2021

Mengingat

Menimbang

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA

SETIAP DESA DI KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN
'"

TENTANG

PERATURAN BUPATI KONAWE KEPULAUAN

NOMOR l:1. TAHUN 2021

BUPATI KONAWE KEPULAUAN

PROVINSI SULAWESI TENGGARA



6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014
tentang Dana Desa YangBersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (LembaranNegara

(LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2013

Nomor23); Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor5401);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Undang-Undang Cipta Kerja (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
245, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah telah
diubah beberapa kali yang terakhir Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 Tentang Desa, (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6321);
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11. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan
Nomor 1 tahun 2021 tentang Anggaran,
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Konawe Kepulauan Tahun Anggaran 2021

10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor

222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana
Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2020 Nomor 1641);

9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun

2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa
Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor1035);

7. Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2020
tentang Rincian AnggaranPendapatan dan Belanja
Negara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor266);

8. Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor20 Tahun
2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
611);

Nomor5864);Indonesia

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor5558), sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor
8 Tahun 2016 Peraturan Pemerintah tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang

Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara tentang Dana Desa Yang Bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
(LembaranNegaraRepublik Indonesia Tahun 2016
Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik
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Pasal1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten KonaweKepulauan.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten
KonaweKepulauan.

3. Bupati adalah Bupati KonaweKepulauan.
4. Camat adalah Perangkat Daerah yang mengepalai

wilayah kerja kecamatan.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau sebutan

dengan nama lain dibantu perangat desa sebagi
unsur penyelengara pemerintahan desa.

6. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut
dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa,
adalah kesatuan masyarakat hukum yang
memiliki batas wilayah yang berwenang untuk

mengatur dan mengurus urusan pemerintahan,
kepentingan masyarakat setempat berdasarkan
prakarsa masyarakat, hak asal usul, darr/atau hak
tradisional yang diakui dan dihormati dalam
sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik
Indonesia.

7. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang

BAB I

KETENTUANUMUM

PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA
PEMBAGIANDANPENETAPANRINCIANDANADESA
SETIAPDESADI KABUPATENKONAWEKEPULAUAN

TAHUNANGGARAN2021.

MEMUTUSKAN:

(Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan

Tahun 2021 Nomor 1);
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untuk mengatur dan mengurus
masyarakat Desa yang telah

kewenangan
kepentingan

pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan
pemberdayaan masyarakat.

8. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan
olehMenteriDalamNegeri.

9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang
selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana

keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
10. Corona Virus Disease 2019 yang selanjutnya

disebut COVID-19adalah penyakit infeksi saluran

prnapasan akibat dari Severe Acute Respiratory

Syndrome Virus Corona 2 yang telah menjadi
pandemi globalberdasarkan penetapan dari World
Health Organization dan ditetapkan sebagai
bencana non alam nasional berdasarkan
Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020

tentang Penetapan Bencana NonAlain Penyebaran
Corona Virus Desease 2019 sebagai Bencana

Nasional.
11. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa adalah

kegiatan pemberian bantuan langsung berupa

dana tunai yang bersumber dari Dana Desa
kepada keluarga penerima manfaat dengan kriteria
yang disepakati dan diputuskan melalui
musyawarah Desa.

12. Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul adalah
hakyang merupakan warisan yang masih hidup
danprakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa
sesuai dengan perkembangan kehidupan
masyarakat.

13. Kewenangan Lokal Berskala Desa adalah

pelaksanaanpemerintahan,penyelenggaraan

diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai
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keuangan tahunan pemerintahan daerah yang
disetujui oleh DewanPerwakilanRakyatDaerah.

19. Rekening Kas Umum Negara yang
selanjutnya disingkat RKUNadalah rekening
tempat penyimpanan uang negara yang
ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku
Bendahar Umum Negara untuk menampung
seluruh penerimaan negara dan membayar
seluruh pengeluaran negara pada bank sentral.

20. Rekening Kas Umum Daerah yang
selanjutnya disebut RKUD adalah rekening

rencanaselanjutnya disingkat APBDadalah

dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif

dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena

perkembangan Desa dan prakasa masyarakat

Desa.

14. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan

program dan Iatau kegiatan yang didahulukan dan

diutamakan dari pada pilihan kegiatan lainnya
untuk dibiayaidengan Dana Desa.

15. Desa Arnan COVID-19adalah kondisi kehidupan
Desa yang tetap produktif di tengah Pandemi
COVID-19dengan kedisiplinan warga menerapkan
protokol kesehatan dengan menggunakan masker,
menjagajarak fisik, dan cuci tangan dengan sabun

dan air mengalir.
16. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara

Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa,
dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh
Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati
hal yang bersifat strategis.

17. AnggaranPendapatan dan Belanja Negara yang
selanjutnya disingkat APBN adalah rencana
keuangan tahunan pemerintahan negara yang
disetujui oleh DewanPerwakilanRakyat.

18. AnggaranPendapatan dan Belanja Daerah yang
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Pasal3
Alokasi dasar setiap desa sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 huruf a, dibagi secara merata kepada

setiap desa berdasarkan kluster jumlah penduduk
desa sebagaimana telah ditetapkan dalam lampiran

Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2020 tentang
Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Tahun Anggaran2021.

Pasal2
Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Konawe
Kepulauan Tahun Anggaran 2021 dialokasikan secara
merata dan berkeadilan berdasarkan:

a. AlokasiDasar;
b. AlokasiAfirmasi;
c. AlokasiKinerja;dan

d. AlokasiFormula.

BAB II

PENETAPANRINCIANDANADESA

tempat penyimpanan uang daerah yang

ditentukan oleh gubemur, bupati, atau walikota
untuk menampung seluruh penerimaan daerah
dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada

bank yang ditetapkan.
21. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disebut

RKDadalah rekening tempat penyimpanan uang
Pemerintahan Desa yang menampung seluruh
penerimaan Desa dan untuk membayar seluruh
pengeluaran Desa pada bank umum yang

ditetapkan.
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Pasal 7

(1) Pengelolaan keuangan desa sebagaimana dalam

pasal 6 huruf a dinilai dari perubahan rasio

PADesa terhadap total pendapatan APBDesa dan

rasio belanja bidang pembangunan dan

pemberdayaan terhadap bidang APBDesa.

Pasal6

Penghitungan alokasi kinerja setiap Desa

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan

dengan menggunakan bobot sebagai berikut:

a. Pengelolaan keuangan desa dengan bobot 20%;

b. Pengelolaan Dana Desa dengan bobot 20%;

c. Capaian keluaran Dana Desa dengan bobot 250/0;

dan

d. Capaian hasil pembangunan desa dengan bobot

35%.

Pasal5

Alokasi kinerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 2

huruf c, dibagi kepada desa-desa dengan penilian

kinerja terbaik dalam pengelolaan keuangan desa,

pengelolaan Dana Desa, capaian keluaran Dana Desa,

dan capaian hasil pembangunan desa.

Pasal4

(1) Alokasi afirmasi setiap Desa sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 2 huruf b diberikan

kepada Desa Tertinggal dan Desa Sangat

Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk

miskin tinggi.

(2) Besaran alokasi afirmasi setiap Desa

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung

berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri

Keuangan mengenai Tata Cara Pengalokasian

Dana Desa.
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a. jumlah penduduk dengan bobot 10%

(sepuluh persen);

b. angka kemiskinan Desa dengan bobot 400/0

(empatpuluh persen);
c. luas wilayah Desa dengan bobot 20% (dua

puluh persen);dan
d. tingkat kesulitan geografis dengan bobot

30% (tigapuluh persen);
(2) Data jumlah Desa bersumber dari Kementerian

Dalam Negeriyang ditetapkan dengan undang
undang mengenaiAPBN.

(3) Data jumlah penduduk sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a bersumber dari
KementerianDalamNegeri.

(4) angka kemiskinan Desa sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b bersumber dari

Pasal8

(1) Alokasi formula sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 2 huruf d, dihitung berdasarkan indikator

(2) Pengeloaan dana desa sebagaimana dalam pasal

6 huruf b dinilai dari persentase kesesuaian

bidang pembangunan dan pemberdayaan

sebagai prioritas dana desa terhadap total dana

desa dan persentase pengadaan barang jasa

dana desa secara swakelola.

(3) Capaian keluaran Dana Desa sebagaimana

dalam pasal 6 huruf c dinilai dari persentase

realisasi anggaran dana desa dan persen tase

capaian output dana desa.

(4) Capaian hasil pembangunan desa sebagaimana

pada pasal 6 huruf d dinilai dari perubahan skor

IDM, perubahan status desa, status desa

terakhir, dan perbaikan jumlah penduduk

miskin.
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Keterangan :

Pasal10
(1) Kriteria utama Desa penerima alokasi kinerja

adalah merupakan Desa yang tidak menerima

alokasi afirmasi.
(2) Kriteria kinerja sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 6 berdasarkan urutan Desa yang
mempunyai skor kinerja terbaik yang dihitung
dengan menggunakan rumus :
Skor kinerja = {(0,20x Y1)+ (0,20x Y2)+

(0,25x Y3)+ (0,35x Y4)}

= AlokasiAfirmasisetiap Desa

= pagu Dana Desa nasional
= Jumlah Desa sangat tertinggalyang
memilikijumlah penduduk miskin
tinggi

= J umlah Desa tertinggalyang

jumlah penduduk miskin tinggi

DT

= (0,01x DD)I {(2x DST)+ (1x DT)}AA Desa

Keterangan :
AA Desa
DD
DST

Pasal9
Penghitungan alokasi afrmasi setiap Desa
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2)
dilakukan dengan menggunakan rumus:

bersumber dari Badan PusatKabupaten
Statistik.

Kementerian Sosial dan/ atau Badan Pusat

Statistik.

(5) luas wilayah Desa sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf c bersumber dari Badan Pusat

Statistik.

(6) tingkat kesulitan geografis sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf d menggukan

Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) daerak
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a. perubahan rasio Pendapatan Asli Desa

terhadap total Pendapatan APBDesa dengan

bobot 500/0(lima puluh persen); dan

b. rasio belanja bidang pembangunan dan

pemberdayaan masyarakat terhadap totql

belanja bidang APBDesa dengan bobot 50%

(lima puluh persen).

(4) Pengelolaan Dana Desa sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) dinilai dari :

a. persentase kesesuaian bidang pembangunan

dan pemberdayaan masyarakat sebagai

prioritas Dana Desa terhadap total Dana Desa

dengan bobot 55% (lima puluh lima persen);

dan

b. persentase pengadaan barang dan jasa Dana

Desa secara swakelola dengan bobot 45%

(empat puluh lima persen).

(5) Capaian keluaran Dana Desa sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) dinilai dari :

a. persentase realisasi penyerapan Dana Desa

dengan bobot 500/0(lima puluh persen).

b. persentase capaian keluaran Dana Desa

dengan bobot 50% (lima puluh persen).

(6) Capaian hasil pembangunan Desa sebagaimana

dimaksud pada ayat (2)dinilai dari :

a. perubahan skor indeks desa membangun

dengan bobot 30 % (tiga puluh persen).

b. perubahan status Desa indeks Desa

Y4

Y2

Y3

= pengelolaan Dana Desa

= capaian keluaran Dana Desa

= capaian hasil pembangunan

Desa

(3) Pengelolaan keuangan Desa sebagaimana

dimaksud pad a ayat (2)dinilai dari :

Skor kinerja = skor kinerja setiap Desa

Y1 = pengelolaan keuangan Desa
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24

23

setiap Desa terhadap total penduduk
miskin Desa Kabupaten Konawe
Kepulauan

= rasio luas wilayah setiap Desa
terhadap total luas wilayah Desa
Kabupaten KonaweKepulauan

= rasio IKG setiap Desa terhadap IKG
Desa Kabupaten KonaweKepulauan

= AlokasiFormula Kabupaten Konawe
Kepulauan

AFKab.

Keterangan:
AFDesa = AlokasiFormula setiap Desa
21 = rasio jumlah penduduk setiap Desa

terhadap total penduduk Desa

Kabupaten KonaweKepulauan

22 = rasio jumlah penduduk miskin

Pasal 11

Besaran alokasi formula setiap Desa sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 8 dihidengan menggunakan
rumus:
AFDesa = {(0,10* 21) + (0,40 * 22) + (0,20 * 23) +

(0,30 * 24)}* AFKab.

= AlokasiAKDesa
Ketarangan :

= (0,03 x DD)/ (0,1 x Jumlah Desa)AKDesa

membangun dengan bobot 30 % (tiga puluh

persen).
c. status Desa indeks Desa membangun dengan

bobot 30% (tigapuluh persen).
d. perbaikan jumlah penduduk miskin desa

dengan bobot 30% (tiga puluh persen).
(7) Alokasi Kinerja setiap Desa sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) dihitung dengan
menggunakan rumus :
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b. tahap II 40% (empat puluh persen) dari pagu
Dana Desa setiap Desa, dengan rincian :
1. 400/0 (empat puluh persen) dari pagu Dana

Pasal13

(1) Penyaluran Dana Desa dilakukan dari Rekening
Umum Kas Negarake RekeningKas Desa melalui
RekeningKasUmum Daerah.

(2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan dalam 3 (tiga) tahap,
dengan ketentuan :

a. tahap I 40% (empat puluh persen) dari pagu
Dana Desa setiap Desa, dengan rincian :
1. 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana

Desa setiap Desa dikurangi kebutuhan
Dana Desa untuk Bantuan Langsung

Tunai (BLT)Desa bulan kesatu sampai
dengan bula kelima paling cepat bulan
Januari; dan

2. kebutuhun Dana Desa untuk BLT Desa
bulan kesatu sampai dengan bulan kelima
paling cepat bulan Januari untuk bulan
kesatu dan paling cepat masing-masing
bulan berkenaan dengan untuk bulan
kedua sampai bulan kelima;

BABIII

TAHAPANDANPERSYARATANPENYALURAN

Pasal 12

Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di

Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun Anggaran 2021

sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang

meru pakan bagian yang tidak terpisahkan dari

Peraturan Bupati ini.
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Pasal 14

(1) Penyaluran Dana Desa sebagimana dimaksud
dalam pasal 13 ayat (2), kepala Desa
menyampaikan dokumen persyaratan
penyaluran kepada Bupati secara lengkap dan

benar dengan ketentuan :
a. tahap I berupa peraturan Desa mengenai

APBDesa;

b. tahap IIberupa:
1. laporan realisasi penyerapan dan capaian

keluaran dana desa tahun anggaran

Desa setiap Desa dikurangi kebutuhan

Dana Desa untuk BLTDesa bulan keenam

sampai dengan bulan kesepuluh paling

cepat bulan Maret; dan

2. kebutahun Dana Desa untuk BLT Desa

bulan keenam sampai dengan bulan
kesepuluh paling cepat bulan Juni untuk
bulan keenam dan paling cepat masing
masing bulan berkenaan dengan untuk
bulan ketujuh sampai bulan kesepuluh;

c. tahap III 20% (dua puluh persen) dari pagu
Dana Desa setiap Desa, dengan rincian:
1. 20% (dua puluh persen) dari pagu Dana

Desa setiap Desa dikurangi kebutuhan
Dana Desa untuk BLTDesa bulan sebelas

sampai dengan bulan kedua belas paling

cepat bulan Juni; dan
2. kebutuhun Dana Desa untuk BLTDesa

bulan sebelas sampai dengan bulan kedua
belas paling cepat bulan Novemberuntuk
bulan kesebelas dan paling cepat akhir

bulan November untuk bulan kesebelas
dan paling cepat akhir bulan November

bulan kedua belas.
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dimaksud pada ayat (1) huruf b, penyaluran
Dana Desa tahap II Tahun Anggaran2021 juga

sebagaimanapersyaratanselainbulan,

penyerapan paling sedikit sebesar 900/0
(sembilan puluh persen) dan rata-rata
capain keluaran paling sedikit sebesar
750/0(tujuh puluh lima persen) dari Dana
Desa tahap IIyang telah disalurkan; dan

2. laporan konvergensi pencegahan stunting
tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya.

(2) Dalam hal desa tidak melaksanakan BLTDesa
Tahun Anggaran 2020 selama 9 (sembilan)

realisasirata-ratamenunjukkanII

keluarga penerima manfaat BLT Desa ;

dan

4. berita acara konfirmasi dan rekonsiliasi

kumulatif sisa Dana Desa Tahun

Anggaran 2015 sampai dengan Tahun

Anggaran 2018 di RKDantara Pemerintah

Daerah dan Pemerintah Desa; dan

c. tahap III berupa :

1. laporan realisasi penyerapan dan capaian

keluaran Dana Desa sampai dengan tahap

disalurkan;

3. Peraturan Kepala Desa mengenai

penetapan keluarga penenma manfaat

BLT Desa atau Peraturan Kepala Desa

mengenai penetapan tidak terdapat

sebelumnya;

2. laporan realisasi penyerapan dan capaian

keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan

rata-rata realisasi penyerapan paling

sedikit sebesar 500/0(lima puluh persen)

dan rata-rata capaian keluaran paling

sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima

persen) dari Dana Desa tahap I yang telah

- 15 -



Pasal15

(1) Dana Desa tahap I untuk kebutuhan BLT Desa

bulan kesatu sampai dengan bulan kelima

sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (2)

huruf a angka 2 disalurkan dengan ketentuan:

a. memenuhi persyaratan dalam pasal 13 ayat

(1) huruf a dan menyampaikan data jumlah

keluarga penerima manfaat setiap bulan yang

dimaksud pada ayat (4) belum memenuhi

kebutuhan input data, kepala Desa

menyampaikan permintaan perubahan tabel

referensi kepada Bupati untuk dilakukan

pemuktahiran.

(6) Perubahan tabel referensi mengacu sebagimana

dimaksud pada ayat (6) mengacu pada

peraturan yang ditetapkan oleh Kementerian

Dalam Negeri.

volume

capaian

uraian keluaran,

keluaran dan

bidang, kegiatan,

keluaran, satuan

keluaran.

(5) Dalam hal tabel referensi sebagaimana

ditambahkan dokumen persyaratan berupa

peraturan kepala Desa mengenai tidak terdapat

calon keluarga penerima manfaat BLT Desa yang

memenuhi kriteria dan Zatau tidak tersedia

cukup anggaran per bulannya.

(3) Capaian keluaran sebagaima dimaksud pada

ayat (1) huruf b angka 2 dan huruf c angka 1

dihitung berdasarkan rata- rata presentase

capam keluaran dari seluruh kegiatan setiap

desa.

(4) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan

capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf b angka 2 dan huruf c angka 1,

dilakukan sesuai dengan tabel referensi data
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berlaku selama 12 (dua belas) bulan untuk
penyaluran Dana Desa BLT Desa bulan

kesatu kepada Bupati; dan
b. Dana Desa untuk BLT Desa bulan kedua

sampai dengan bulan kelima masing-masing
bulan disalurkan setelah kepala desa

menyampaikan data realisasi jumlah
keluarga penerima manfaat bulan sebelumya
kepada Bupati.

(2) Penyaluran Dana Desa tahap II untuk BLTDesa

untuk bulan keenam sampai dengan bulan
kesepuluh sebagaimana dimaksud dalam pasal
13 ayat (2) huruf b angka 2 masing-masing
bulan disalurkan setelah kepala Desa
menyampaikan data realisasi jumlah keluarga
penerima manfaat bulan sebelumnya kepada

Bupati.
(3) Penyaluran Dana Desa tahap III untuk BLT

Desa bulan kesebalas sampai dengan bulan
kedua belas sebagaimana dimasud dalam pasa
13 ayat (2) huruf c angka 2 masing-masing

disalurkan setelah kepala Desa menyampaikan
data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat

bulan sebelumnyakepada Bupati.
(4) Kepala Desa menyampaikan realisasi jumlah

keluarga penerima manfaat bulan kedua belas
kepada Bupati paling lambat minggu ketiga

bulan Desember .
(5) Jumlah keluarga penenma manfaat

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
merupakan jumlah yang diperoleh dari realisasi
jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa
bulan kesatu tahun sebelumnya atau hasil
pendataan jumlah keluarga penerima manfaat
BLTDesa tahun berkenaan.

(6) Dalamhal terdapat perubahan peraturan kepala
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Pasal16
(1) Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk

membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di
bidang Pembangunan Desa dan
Pemberdayaan Masyarakat Desa.

(2) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur dan diurus
oleh desa berdasarkan kewenangannya.

(3) Dana Desa diprioritaskan Penggunaannya
untuk pemulihan ekonomi dan pengembangan
sektor prioritas di Desa.

(4) Pemulihan ekonomi sebagaimana dimaksud
pada ayat (3), berupa jejaring pengaman sosial,
Padat Karya Tunai Desa, pemberdayaan usaha
ekonomi mikro kecil dan menegah, sektor usaha
pertanian, dan pengembangan potensi desa
melalui Badan Usaha MilikDesa.

(5) pengembangan sektor prioritas sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) berupa pengembangan
desa digital, desa wisata, usaha budidaya
pertanian, petemakan, perikanan, ketahanan

BABIV

PENGGUNAANDANA DESA

Desa mengenai penetapan keluarga penerima

manfaat BLT Desa sebagaiamana dimaksud

dalam pasal 14 ayat (1) huruf b angka 3 kepala

Desa menyampaikan perubahan peraturan

kepala desa kepada Bupati paling lamb at

minggu ketiga bulan Desember.

(7) Kepala Desa bertanggung jawab atas kebenaran

data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat

BLT Desa sebagai mana dimaksud pada ayat (1)

sampai dengan ayat (4).
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Pasal17
(1) Pemerintah Desa wajib menganggarkan dan

melaksanakan BLTDesa sebagaimana dimaksud

dalam pasal26 ayat (6).
(2) BLT Desa sebagaina dimaksud pada ayat (1)

diberikan kepada keluarga penerima manfaat
yang paling sedikit memnuhi kriteria sebagai
berikut:
a. keluarga miskin atau tidak mampu yang

berdomisilidi Desa bersangkutan ; dan
b. tidak termasuk penerima Program

Kelaurga Harapan, Kartu Sembako, Kartu
Pra Kerja, Bantuan Sosial Tunai, dan
program bantuan sosiallainnya.

(3) Dalam hal keluarga penerima manfaat BLTDesa
sebagaimana dimaksud pada ayat (2)merupakan
petani, BLT Desa dapat digunakan untuk
pembelianpupuk.

(4) Rinciankeluarga penerimamanfaat sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) berdasarkan kelompok
pekerjaan ditetapkan dengan peraturan kepala

Transmigrasi mengenai prioritas penggunaan

Dana Desa.

danTertinggalDaerahPembangunan

pangan, dan perbaikan fasilitas kesehatan.

(6) jejaring pengaman sosial sebagaimana dimaksud

pada ayat (4)berupa BLTDesa menjadi prioritas
utama dalam penggunaan Dana Desa.

(7) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) termasuk kegiatan
dalam rangka menanggulangi dampak pandemi

COVID-19
(8) Penggunaan dana desa sebagimana dimaksud

pada ayat (1) sampai dengan ayat (3)
berpedoman pada Peraturan Menteri Desa
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Desa.

(5) Pendataan keluarga penerima manfaat BLTDesa

sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan

Sosial dari Kementerian Sosial.

(6) Besaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) ditetapkan sebesar Rp. 300.000,00 (tiga

ratus ribu rupiah) untuk bulan pertama sampai

dengan bulan kedua belas per kepala keluarga

penerima manfaat.

(7) Pembayaran BLT Desa sebagaimana dimaksud

pada ayat (6) dilaksanakan selama 12 (dua belas)

bulan dimulai bulan Januari.

(8) Dalam hal pembayaran BLT Desa bulan kedua

sampai dengan bulan kedua belas lebih besar

dari kebutuhan BLT Desa sebagaimana

dimaksud dalam pasal 15 ayat (1) huruf a,

pembayaran atas selisih kekurangan BLT Desa

bulan berikutnya menggunakan Dana Desa

selain untuk BLTDesa setiap bulannya.

(9) Dalam hal pembayaran BLT Desa bulan kedua

sampai dengan bulan kedua belas lebih kecil dari

kebutuhan BLT Desa sebagaimana dimaksud

dalam pasal 15 ayat (1) huruf a, selisih lebih

Dana Desa diarahkan penggunaannya untuk

kegiatan pemulihanm ekonomi lainnya di Desa.

(10) Dalam hal tidak terdapat keluarga penerima

manfaat BLTDesa sebagaimana dimaksud pada

ayat (2), kepala Desa menetapkan peraturan

kepala Desa mengenai tidak terdapat keluarga

penerima manfaat BLTDesa.

(11) Ketentuan mengenai kriteria, mekanisme

pendataan, penetapan data keluarga penerima

manfaat BLT Desa dan pelaksanaan pemberian

BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri
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Pasal20
(1) KepalaDesa bertaggungjawab atas penggunaan

Dana Desa termasuk pelaksanaan BLTDesa.
(2) Pemerintah daerah dapat melakukan

pendampingan atas penggunaan Dana Desa
sesuai dengan kewenanganmasing-masing.

(3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada

Pasal19

(1) Dana Desa dapat digunakan untuk mendanai
kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas
penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud
dalam pasal 16 ayat (3) setalah mendapat
persetujuan dari Bupati.

(2) Dalam hal memberikan persetujuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati
memastikan pengalokasian Dana Desa untuk
kegiatan prioritas sebagaimana dimaksud
dalam pasal 16ayat (3)telah terpenuhi.

(3) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) diberikan pada saat evaluasi
rancangan Peraturan DesamengenaiAPBDesa.

diutamakan dilakukan secara swakeloladengan

menggunakan sumber dayajbahan baku lokal,
dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap
tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat.

DesaDana(2)

yang

DesaDana
teknis

Pasal18
Kegiatan yang didanai dari
berpedoman pada pedoman
ditetapkan olehBupati.
Kegiatan yang didanai dari

(1)

Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi mengenai prioritas penggunaan
Dana Desa.
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Pasal23
(1) Dalam hal pemerintah Desa tidak melaksanakan

BLTDesa selarna 9 (sembilan)bulan pada tahun
anggaran 2020, dikenakan sanksi pemotongan
Dana Desa sebesar 500/0(limapuluh persen) dari

BAB VI

SANKSI

Pasal22

Dalam hal berdasarkan hasil pemantauan dan
evaluasi atas sisa Dana Desa di RKD sebagaimana
dimaksud dalam pasal 21 huruf a, terdapat sisa Dana

Desa di RKD:
a. Bupati meminta penjelasan kepala Desa mengenai

sisa Dana Desa di RKDtersebut;
b. dalam hal terdapat indikasi penyalahgunaan

Dana Desa Bupati dapat meminta Dinas yang

melaksanakan fungsi pengawasan untuk
melakukan pemeriksaan.

Pasal21
Pemantauan dan evaluasi dilakukan oleh Bupati

dalam hal:
a. sisa Dana Desa di RKD;darr/atau
b. capaian keluaran Dana Desa.

BABV

PEMANTAUANDANEVALUASI

ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah dan dilaksanakan sesuai

dengan pedoman tata cara yang ditetapakan

oleh kementerian teknis terkait.
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insidentil tidak terdapat calon keluarga
penerima manfaat BLT Desa yang memenuhi

kriteria.

Desa khusus Imusyawarahmusyawarah

Pasal24
(1) Dalam hal pemeritah Desa tidak melaksanakan

BLTDesa selama 12 (dua belas) bulan Tahun
Anggaran 2021, dikenakan sanksi pemotongan
Dana Desa sebesar 500/0(limapuluh persen) dari
Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap II
Tahun Anggaran2022.

(2) Pengenaan sanksi kepada pemerintah Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dikecualikan dalam hal berdasarkan hasil

penerima manfaat BLT Desa yang memenuhi
kriteria dari/ atau tidak tersedia cukup anggaran

setiap bulannya.
(4) Hasil musyawarah Desa khusu s/musyawarah

insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
ditetapkan dalam peraturan kepala Desa yang
diketahui oleh Pemerintah Daerah atau pejabat

yang ditunjuk.

(3) Pengenaan sanksi kepada pemerintah Desa

sebagairnana dimaksud pada ayat (1)
dikecualikan dalam hal berdasarkan hasil

musyawarah Desa khusus /rnusyawarah

insidentil tidak terdapat calon keluarga

Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap II

Tahun Anggaran2021.

(2) Penyaluran Dana Desa Tahap II sebagairnana
dimaksud pada ayat (1) setelah dikurangi
kebutuhan Dana Desa untuk BLTDesa setiap
tahapan.
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Pasal26
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

BAB VIII

KETENTUANPENUTUP

Pasal25
(1) Rekonsiliasi sisa Dana Desa di RKD Tahun

Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran
2018 antara Bupati dan Kepala Desa paling
lambat dilakukan tanggal 16 April 2021 dan
dituangkan dalam BeritaAcara Rekonsiliasi.

(2) Berdasarkan hasil rekonsiliasi data
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala
Desa menyetorkan sisa Dana ke RKUDpaling
lambat tanggal 30 April2021.

BAB VII

KETENTUANLAIN-LAIN

Hasil musyawarah Desa khusus /musyawarah
insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

ditetapkan dalam peraturan kepala Desa yang
diketahui oleh Pemerintah Daerah atau pejabat
yang ditunjuk.

(3)
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BERITA DAERAHKABUPATENKONAWEKEPULAUANTAHUN 2021
NOMOR .~

SEKRETARISDAERAHKABUPATENKONAWEKEPULAUAN,

Diundangkan di Langara

Padatanggal l8 Januari 2021

PARAF KOORDINASI
BUPATIKONAWEKEPULAUAN,

Ditetapkan di Langara

pada tanggal l6' Januari 2021

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan

pengundangan Peraturan Bupati mi dengan

penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten

KonaweKepulauan.
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